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PUTUSAN 

Nomor 6230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 

Tangerang, 20 Februari 1984, agama Islam, pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan 

Swasta, tempat kediaman di Jl. x Kota Tangerang 

Selatan, Provinsi Banten. No. Telp  : xxxxxxxxxx; 

 Sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 09 Juni 1979, 

agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan 

Supir, tempat kediaman di Kp. x xxa, Kota Tangerang 

Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat  dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 

telah  mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Tigaraksa  dengan register Nomor 6230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 10 

November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah 

melangsungkan perkawinan pada hari  Ahad tanggal 21 September 

2003, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (dahulu 

Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 

Nomor: xxxxxx tertanggal 08 Oktober 2003; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal terakhir di Xx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; 

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak yang bernama:  

3.1. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 08 Oktober 2004; 

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 23 Juli 

2009; 

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 

berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2004 

keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi 

perselisihan dan percekcokan, disebabkan:  

4.1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat 

seperti kata hinaan dan binatang; 

4.2. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan 

rumah tangga; 

4.3. Tergugat kurang transparan mengenai penghasilan; 

4.4. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang 

bernama xxxxxxxxxxi, hal tersebut diketahui langsung oleh 

Penggugat; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2017 yang mana 

Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir karena 

diusir. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi 

berhubungan selayaknya suami isteri; 

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat  merasa tidak sanggup lagi untuk 

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat 

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat 

adalah bercerai dengan Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam; 

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap 

Penggugat (xxxxxxxxxx); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap 

sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya 

meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 6230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., 

tanggal 11 November 2022, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan 

nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan 

Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan 

surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk 

perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan di persidangan 

Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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A. Bukti Surat:  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxx, atas nama xxxx 

(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 

tanggal 9 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah 

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda 

P.1 dan diparaf;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, atas nama Penggugat 

dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, tanggal 08 Oktober 2003, 

telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, 

lalu diberi kode P.2 dan diparaf; 

 

B. Bukti Saksi. 

1. xxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara 

sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

 Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, oleh karena itu kenal dan 

mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari 

perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang; 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan karena:  

 Tergugat diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain bernama 

xxxxxxxx; 

 Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; 

 Bahwa akibat perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2017 sampai 

dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah 

berjalan lebih dari 5 (lima) tahun lamanya; 

 Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan 

persoalan rumah tangganya; 

 Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin 

bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan 

rumah tangganya dengan Tergugat;  

 Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar  

Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, 

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

 

2. xxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

 Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu kenal 

dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan 

dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan karena:  

 Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain; 

 Tergugat sering tidak bertanggungjawab dalam memenuhi 

kebutuhan rumah tangga; 

 Bahwa akibat perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya; 

 Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli 

lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan 

persoalan rumah tangganya; 

 Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin 

bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan 

rumah tangganya dengan Tergugat;  

 Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar  

Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, 

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 
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Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan 

tidak akan mengajukan alat bukti yang lain; 

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan 

tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi serta telah memberikan kesimpulan 

yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa kehendak perceraian 

tersebut merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat; 

Bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh 

karena itu berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  sebagaimana 

telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga 

negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) 

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang 

absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat 

dengan mencocokkan pada kartu identitas diri Penggugat bukti (P.1) yang 

merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat 

tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai 

dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama 

Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; 

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta 

Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang 
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dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi 

meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan 

aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut 

telah memenuhi syarat formil alat bukti surat; 

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, 

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 21 September 2003 yang tercatat di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 

serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, 

Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti 

surat, sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPerdata, 

telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai 

suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya 

Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena 

Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (persona 

standi in judicio) dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 

6230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh 

Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut 

telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, 

sebagaimana diatur pasal 122 HIR jo pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, 

oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah 

dan patut; 

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, 

dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, 

sedangkan  gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, 

maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak 

datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan 
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Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa 

kehadiran Tergugat/verstek; 

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari’ yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Artinya: “barang siapa dipanggil oleh hakim untuk menghadiri persidangan, 

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia 

termasuk dzalim dan gugurlah haknya”.(Ahkamul Qur-an II:405); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha 

mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar 

Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi 

usaha tersebut tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa  pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal 

yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus 

dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan 

hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat dengan 

pembuktian; 

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah 

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal 

kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana 

diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata/BW., maka secara legal formil alat bukti tersebut dapat 

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah; 
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Menimbang, bahwa perihal petitum dalam gugatan Penggugat adalah 

tentang hal-hal sebagai berikut: 

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka 

Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran 

sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun 

berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. jo Pasal 1865 Kitab Undang-

undang Perdata/BW., yang berbunyi: setiap orang yang mengaku 

mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk 

meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib 

membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka 

perihal petitum gugatan Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan 

jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini; 

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan 

pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:  

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian 

dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, 

maka perihal petitum angka 2 Penggugat, Majelis akan memberikan 

pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2)/Kutipan Akta Nikah 

dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah/janji saksi-saksi, harus 

dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat 

perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan 

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan 

yang bersangkutan;  

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat telah melepaskan hak 
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jawabnya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat dalam 

kesimpulannya tetap sesuai dengan surat gugatannya; 

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah 

mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-

saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap 

adanya peristiwa/fakta yang tidak dibantah dan selanjutnya sebagai fakta 

hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:  

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari 

perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 

 Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain; 

 Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah 

tangga; 

- Bahwa akibat perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dengan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 

sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa 

telah berjalan 5 (lima) tahun lamanya; 

- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak 

pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah 

tangganya; 

- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin 

bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan 

rumah tangganya dengan Tergugat;  

- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar 

Penggugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, 

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat sebagaimana 

tersebut di atas, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk 

menyelesaikan perkara yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis 

berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus yang kemudian diikuti dengan pisah tempat 

tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan perkara ini terdaftar di 

Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan 5 (lima) tahun lamanya; 

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap 

hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, 

sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah 

berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai 

suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak 

mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah 

menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan 

rumah tanggganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat 

persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-

menerus;  

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar 

berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat 

menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik 

untuk dirinya, maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan 

antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga; 

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat 

tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah 

memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan 

dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, 

maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan 

dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan berusaha untuk 

rukun kembali, akan tetapi Tergugat akan dihadapkan pada sikap/itikad dan 
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perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun 

kembali sebagai isteri; 

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, 

Mawaddah dan Rahmah; 

Menimbang,  bahwa  untuk mewujudkan  tujuan  perkawinan tersebut 

vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam,  maka  suami isteri harus memikul  

kewajiban  luhur antara  lain bahwa suami isteri wajib saling cinta  mencintai, 

hormat  menghormati,  setia dan saling memberikan bantuan  lahir  bathin 

yang  satu  kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan 

dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga 

telah membuktikan dan memberikan tanda telah hilangnya rasa saling cinta 

dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling 

memberikan bantuan lahir  bathin yang satu  kepada yang lainnya; 

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendakinya, 

terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat 

dengan Tergugat, membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosofi dasar dan tujuan 

perkawinan itu dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana 

diuraikan diatas, dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat, 

akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi oleh ketidakpedulian dan 

pengabaian tanggungjawabnya masing-masing justru dapat menimbulkan 

madlarat yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat 

dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya  untuk  tetap dipertahankan; 

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah 

menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai  serta tidak adanya 

upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali,  hal itu berarti Penggugat 
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sudah  tidak  bersedia lagi mempertahankan  perkawinannya,  maka itu 

berarti  sudah ada bukti bahwa  antara suami isteri tersebut  sudah tidak ada 

lagi ikatan  lahir bathin; 

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu 

sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan 

diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi 

sia-sia; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan 

mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil 

Syarh al-Majdi sebagai berikut: 

ةوإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق  

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada 

suaminya   maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan  

talak satu”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, 

Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada 

harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain 

kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka 

telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan 

Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Kompilasi 

Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat kepada Penggugat 

dijatuhkan oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum 

Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak 

bain sughra; 
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3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara 

menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai 

berikut:  

Menimbang, bahwa karena perkara  yang bersangkutan adalah bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, 

sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi 

substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga 

Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat 

bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini; 

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka 

Akta Nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; 

Mempedomani perundang-udangan dan segala peraturan yang berlaku 

serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap 

Penggugat (xxxxxxxxxxx); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah); 

 

 

 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi, 
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bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Mursyida, 

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Martias dan H. Samsul Fadli, 

S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh 

Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 

6230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 10 November 2022, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada 

hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Jupri 

Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Ketua Majelis, 

  

 

 

Mursyida, S.Ag., M.H 

 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

  

 

 

Drs. H. Martias H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

 

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H. 

 

 

 

Perincian biaya perkara : 

1. Biaya Pendaftaran ……………………  Rp  30.000,00 
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2. Biaya Proses ………………………….  Rp  75.000,00 

3. Biaya Panggilan ………………………  Rp 370.000,00 

4. Biaya PNBP Panggilan ………………  Rp  20.000,00 

5. Biaya Redaksi ……………………….… Rp  10.000,00 

6. Biaya Meterai ……………………. …… Rp  10.000,00 

_______________________________________________  

J u m l a h ….……………………………..   Rp 515.000,00  

           (lima ratus lima belas ribu rupiah) 
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